BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Manusia di dalam perjalananya di dinia mengalami tiga peristiawa yang penting: waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya.

Demikianlah di dalam artian sosiologis, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan kawin. Ia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma-baktinya yaitu: tetap berlansungnya perkawinan. Di dalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini, adalah suatu hal yang sangat penting. Karna apa? Karna ada 2 mahluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi 1 keluarga. Bertemunya

2  orang  yang masing-masing jadi  pengemban  dari  hak  dan  kewajiban  di dalam pertalia-perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum. Akibat-akibat ini semia diatur dalam hukum-perkawinan, sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam Buku I Kitab Undang-undang hukum perdata.

Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia. Peristiwa  ini  adalah  peristiwa  yang  sangat  penting.  Karna  diliputi  oleh suasana yang penuh rahasia dan yang menimbulkan rasa sedih. Kesedihan yang meliputi keluarga yang ditinggalkan dan rasa duka pada temenya yang akrab. Dan sejak umat manusia mendiami dunia ini, soal meninggalnya seorang selalu merupakan soal yang ajaib. Tadi seorang manusia masih ada,

tetapi tiba-tiba ia tidak ada lagi. Di mana dia pergi, hal itu menjadi rahasia yang digenggam oleh Tuhan.1  Timbul persoalan, setelah seorang meninggal dunia,  apakah  yang  terjadi  dengan  segala  sesewatu  yang  ditingalkan.  Di dalam hal itu perlu kiranya kita mengalihkan perhatian pada bidang sejarah khususnya.

Difinisi dari Mr. A. Pitlo sebagai berikut:

“Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari serang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik di dalam hubunganya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Di dalam kompilasi hukum islalam pasal 171 yang dimaksud dengan ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karna hukum untuk menjadi ahli waris.”2di dalam pasal

122 KUHPer mejelaskan bahwa Orang-orang yang diduga menjadi ahli waris

dari orang yang dalam keadaan tak hadir,  yakni  mereka yang dinyatakan dalam putusan Hakim itu berhak atas harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir itu, baik menurut hak waris karena kematian, maupun menurut surat wasiat, berwenang untuk menuntut perhitungan, pertanggung

1 Prof. ali apandi hukum waris,hukum keluarga, dan hukum pembuktian. Penerbit pt. bina aksara Jakarta 1986 hal 5.

2 Kompilasi hukum islam pasal 171

jawaban dan penyerahan barang- barang itu dari Balai Harta Peninggalan, bila balai itu diserahi tugas pengelolaan barang-barang orang yang dalam keadaan tak hadir itu, segala sesuatunya itu dilaksanakan dengan mengadakan jaminan pribadi atau kebendaan, yang disahkan oleh Pengadilan guna menjamin bahwa barang- barang itu akan digunakan tanpa menjadi berantakan atau terlantar, dan bahwa barang-barang itu atau, bila sifat barang-barang itu mengharuskan, harganya akan dikembalikan, semuanya untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tak hadir itu sekiranya dia pulang kembali, atau untuk kepentingan para ahli waris lainnya sekiranya hak mereka kemudian ternyata lebih kuat.

Dengan demikian, mereka yang diduga menjadi ahli waris beserta orang-orang yang berkepentingan, berwenang untuk menuntut supaya dibuka surat-surat wasiatnya, sekiranya ada.
Kemudian  perlu  juga,  mengenal  hubungan  keluarga  yang di  atur dalam hukum Perdata barat. Hubungan keluarga ini ditentukan dengan tempat atau derajat.3  kalau hendak tahu hubungan kekeluarggan maka seharusnya perlu selidiki silsilah-silsilah keluarga tersebut sehingga dapat ditetapkan memiliki hubungan darah dengan anggota keluarganya.

Di dalam sistematika Hukum Perdata Barat yang berlaku sekarang Hukum Waris dimuat dalam buku II. Dengan demikianmaka hak waris dianggap sebagai hak  kebendaan. Terhadap  dimuatnya dimuatnya Hukum Waris di dalam buku yang mengatur hak kebendaan, ada beberapa serjana

3 KUHAPer
yang menaruh keberatan antara lain Mr. A. Pitlo dan Mr. J. D. Veegens. Mr. A.S. Oppenheim.

Menurut Pitlo, sebabnya hukum waris dimuat dalam buku yang mengatur hak kebendaan, terjadi karna ada simpang siur dua prinsip. Menurut hukum Romawi warisan dipandang sebagai benda yang tak bertumbuh sebagi suatu barang  yang berdiri sendiri, terhadap mana para waris mempunyai hak milik bersama yang bebas (vrije medeegiendom). Sebaliknya dalam Hukum Jermania-kuno, orang tidak mengenal suatu warisan sebagai benda yang berdiri sendiri. Juga tidak dikenal hak kebendaan khusus bagi para ahli waris. Dan  di  antra  para  ahli  waris  terdapat  hak  milik  bersama  yang  terikat (gebonden medeegindoom).

Maksud dari apa yang dipaparkan di atas adalah untuk menguraikan penjelasan terhadap hak waris dan pewaris sehingga dapat ditetapkan batas- batas dalam pembagian waris.

Dengan penelitian ini penulis mengangkat tentang hak waris dan hubungan dengan pewaris. Untuk itu penulis tertarik meneliti dsan menyusul karya ilmiah dengan judul ”PENYELESAIN SENGKETA WARIS TERHADAP PARA AHLI WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN PEWARIS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Negeri Selong).

B.  Rumusan Masalah
Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana   Pertimbangan   Hakim   dalam   Menentukan   Pembuktian

Perkara Warisan Antara Ahli Waris di Pengadilan Negeri Selong?

2. Bagaimanakah  Pelaksanaan  Hakim  Memutuskan  Dalam  Mengadili Putusan Perkara Sengketa Waris Terhadap Para Ahli Waris Atas Peninggalan Pewaris?

C.      Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

Dari permasalahan yang di ajukan maka, penulis mempunyai tujuan dan manfaat penelitian

a.

Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Perkara Warisan Antara Ahli Waris di Pengadilan Negeri Selong

b.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Hakim Memutuskan Dalam Mengadili  Putusan Perkara Sengketa Waris Terhadap Para Ahli Waris Atas Peninggalan Pewaris

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut ;

a.           Manfaat teoritis :

1) Memberi  informasi  kepada  masyarakat  tentang  pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan dan untuk mengetahui Bagaimanakah hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris terhadap para ahli waris atas harta peninggalan pewaris

2) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman di tengah – tengah berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya di bidang waris

b.           Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pelaksanaan pembagian waris secara hukum sehingga peneliti dapat memanfaatkan teori yang di peroleh saat kuliah dalam pelaksanaan secara nyata.Selain itu penelitian ini dapat di jadikan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar.

D.      Ruang Lingkup Penelitian
Untuk mencegah pemnahasan tidak terlalu luas, panjang lebar dan peneletia ini tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda serta agar lebih terarah di dalam penelitian ini di perlukan batas – batas sehingga penelitian terarah dalam ruang pembahasan penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian memusatkan kepada sejauh mana kompilasi hukum islam(KHI) dan KUHPer dalam mengatasi perkara – perkara perdata.

